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 Penelitian ini mengkaji permasalahan yang pertama, bagaimana 
pengaturan kaderisasi politik di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
berkaitan dengan Kaderisasi Politik oleh Partai Politik, yang kedua bagaimana 
implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik terkait kaderisasi 
politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan 
Indonesia Raya (GERINDRA) di Kota Surakarta, yang ketiga apa saja hambatan 
yang ddalam implementasi kaderisasi politik oleh Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP)  dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di 
Surakarta. 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan 
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan 
pendekatan perbandingan. Tipe data sekunder meliputi bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
literatur dan studi lapangan, instrumen penelitian dalam bentuk undang-undang 
yang berkaitan dengan perbandingan regenerasi politik antara Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GENRINDRA) 
di Surakarta.  
 Hasil penelitian yang pertama, dari pengaturan-pengaturan sebelumnya, 
pengaturan mengenai kaderisasi politik tidak diatur secara tertulis dan mulai 
Undang-Undang ini diatur pengaturan kaderisasi politik walaupun tidak secara 
terperinci. Perbedaan dalam meimplementasikan pengaturan tersebut, terkait 
Kaderisasi Politik tersebut. tidak ada hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 
kaderisasi politik. Namun, secara umum disetiap partai pasti akan mengalami 
kendala-kendala yang sering kali menghambat kinerja partai dalam melakukan 
kaderisasi. yang pertama kemampuan daya tangkap masyarakat yang beragam, 
yang kedua pola pikir masyarakat hanya terfokus pada kesejahteraan, yang ketiga 
kemampuan komunikasi kader yang berbeda-beda berdampak pada hasil yang 
berbeda-beda pula, yang keempat kesibukan para kader di luar kegiatan partai 
juga terkadang menghambat proses pelaksanaan kegiatan pendidikan kader 
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 ABSTRACT 
 Mardon Widiyanto. 2014. E0014251. Implementation Of Law No. 
2/2011 Concerning The Amendment Law No. 2/2008 Concerning Political 
Parties Related To Political Registration By Political Parties (Comparison Of 
Political Regeneration Between Demokrasi Indonesia Perjuangan Parties And 
Gerakan Indonesia Raya Parties In Surakarta). Legal Writing. Law Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
This legal research examines the problems, First, how to regulate the 
regeneration of political parties in Law No. 2/2011 concerning the amendment 
Law No. 2/2008 concerning political parties related to political registration by 
political parties. Secondly, how the implementation of political regeneration 
carried out by Demokrasi Indonesia Perjuangan parties (PDIP) and Gerakan 
Indonesia Raya parties (GERINDRA) in Surakarta. Thirdly, what obstacles occur 
in the implementation of political regeneration by Demokrasi Indonesia 
Perjuangan parties (PDIP) and Gerakan Indonesia Raya parties (GERINDRA) in 
Surakarta.  
This study is a normative-empirical legal research. The approach in this 
study uses legal approaches, case approaches, and comparison approaches. 
Secondary data types include primary, secondary, and tertiary legal materials. 
Data collection techniques used are literature study and field study, research 
instruments in the form of legislation relating to comparison of political 
regeneration between Demokrasi Indonesia Perjuangan parties (PDIP) and 
Gerakan Indonesia Raya parties (GENRINDRA) in Surakarta.  
The results of the first study, from the previous arrangement, arrangements 
regarding political regeneration were not regulated in writing and began with 
this Law regulating the regulation of political regeneration, although not in 
detail. The difference in implementing this arrangement is related to Political 
Cadres. there were no obstacles experienced in implementing political 
regeneration. However, in general on each side there will certainly be obstacles 
that often hamper party performance in regeneration. the first is the ability to 
capture diverse people, the second is that the mindset of the community is only 
focused on welfare, the third is the communication skills of cadres who have 
different impacts on different results, the fourth is cadre activities outside party 
activities. implementation of cadre education activities 
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